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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

a. bahwa pengelolaan teknologi informasi dan

komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Luwu saat ini masih bersifat sektoral,
sehingga perlu upaya pengintegrasian dalam pola
pengembangan dan dukungan kebijakan teknologi
informasi dan komunikasi secara terpadu dan lintas
sektoral yang diwujudkan dalam Rencana Induk
Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;

bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Induk
Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu, perlu diarahkan
untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan publik serta
pengelolaan informasi sehingga dalam
penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi sesuai dengan prinsip-prinsip tata
kelola pemerintahan yang baik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada Huruf a dan Huruf b, perlu
menetapkan  Peraturan Bupati tentang Rencana
Induk  Teknologi Informasi dan Komunikasi di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);



Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 )
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5952 );

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5348);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI RENCANA INDUK TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU 2020 - 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Luwu.



4. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah teknologi bidang informasi dan
komunikasi yang mencakup antara lain perangkat keras (hardware),
perangkat lunak (software), perangkat jaringan (netware), database, sistem
informasi termasuk sistem yang berbasis internet dan sumber daya
manusia, serta saluran dan alat komunikasi data yang wujudnya dapat
berupa perangkat kabel dan gelombang elektromagnetik yang digunakan
agar data dapat disebar dan diakses secara global.

5. Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah pedoman bagi
perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu dalam
pembangunan, pengembangan serta pendayagunaan Teknologi Informasi
dan Komunikasi agar selaras dengan rencana strategi pemerintah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Induk Teknologi Informasi
dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2020 - 2024.

Pasal 3

Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, digunakan untuk :
a. panduan dalam penyelenggaraan pengelolaan Teknologi Informasi

dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;

b. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
di masing-masing Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 4

Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
Bagian 1 : Pendahuluan

Bagian 2 : Kerangka Pemikiran
Bagian 3 : Kondisi Saat Ini

Bagian 4 : Kondisi yang Diharapkan
Bagian 5 : Rencana Strategis

Bagian 6 : Cetak Biru Pengembangan
Bagian 7 : Penutup
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 10 Agustus 2020

BUPATI LUWU,

Cap/ttd

BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 10 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

ttd

RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2020 NOMOR 92



